BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2024

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG OPERASI GABUNGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa landasan operasional pelaksanaan Operasi Gabungan
telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 14
Tahun 2019 tentang Operasi Gabungan Pajak Kendaraan
Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Operasi
Gabungan Pajak Kendaraan Bermotor di Nusa Tenggara Barat,
perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian kembali;

b. bahwa perubahan dan penyesuaian kembali dilakukan
untuk mewujudkan kesadaran masyarakat dalam
menunaikan kewajiban perpajakan dan meningkatkan
efektivitas pelaksanaan Operasi Gabungan,;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Operasi Gabungan
Pajak Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4439);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi
Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6809);

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan
Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5346);

Peraturan Presiden Nomor S5 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 202);

Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 7);

Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Penagihan Pajak Daerah (Berita Daerah  Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 50);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG
OPERASI GABUNGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 10 dalam Peraturan Gubernur Nomor 14
Tahun 2019 tentang Operasi Gabungan Pajak Kendaraan Bermotor
(Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 33
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 14
Tahun 2019 tentang Operasi Gabungan Pajak Kendaraan Bermotor
di Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023 Nomor 33) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf a, Bappenda dan/atau UPTB-UPPD berwenang
untuk:

a. melakukan  tindakan  penahanan  sementara  atas
STNK/SKPD bagi Subjek PKB yang belum membayar PKB
selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; atau

b. melakukan tindakan penahanan sementara atas Kendaraan
Bermotor bagi Subjek PKB yang belum membayar PKB
selama lebih dari 2 (dua) tahun.

(2) Dalam hal Subjek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a belum melakukan pembayaran PKB dalam jangka waktu
21 (dua puluh satu) hari dapat dilakukan penahanan sementara
atas Kendaraan Bermotor.

(3) Penahanan sementara atas Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila Subjek PKB terjaring
kembali dalam pelaksanaan Opgab.

(4) Dalam hal tindakan penahanan sementara atas Kendaraan
Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak
dapat dilakukan, maka dilakukan penahanan sementara atas
STNK/SKPD.

(5) Penahanan sementara atas Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) dilakukan sampai
Subjek PKB melakukan pembayaran PKB.



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 1 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

HASSANUDIN

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 1 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,
ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPAL

LALU RUDY &GUNAWA
NIP. 19700527 199603 1 002



